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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan penelitian tentang pembinaan narapidana 

pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam 

perspektif al-hisbah, dapat disimpulkan bahwa 

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pelaku pelecehan seksual 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman telah dilaksanakan 

melalui dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan 

kemandirian. Pembinaan kepribadian difokuskan pada penguatan aspek 

moral, spiritual, dan perilaku melalui kegiatan keagamaan, pembinaan 

jasmani, serta pengawasan disiplin harian. Pembinaan keagamaan 

dilaksanakan secara terstruktur melalui kerja sama dengan Kementerian 

Agama Kota Pariaman dan didukung oleh penyuluh agama, dengan materi 

yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menekankan pembentukan 

adab dan perubahan perilaku. Sementara itu, pembinaan kemandirian 

diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja melalui kegiatan 

tamping dan pelatihan kerja bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja 

serta pihak swasta, dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar 

mampu hidup mandiri setelah bebas dan tidak mengulangi tindak pidana. 

2. Menurut Perspektif Al Hisbah, pembinaan narapidana pelaku pelecehan 

seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman telah 

mencerminkan penerapan prinsip amar ma’ruf nahi munkar melalui 

kombinasi antara pembinaan nilai kebaikan dan pengawasan perilaku 

secara berkelanjutan. Pembinaan keagamaan berfungsi sebagai sarana 

amar ma’ruf dalam menanamkan nilai moral dan spiritual, sedangkan 

pengawasan disiplin merupakan bentuk nahi munkar untuk mencegah 

perilaku menyimpang. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan 

tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan 

dukungan mitra eksternal, kondisi overkapasitas lembaga 

pemasyarakatan, serta belum tersedianya pendampingan psikologis 

khusus bagi narapidana pelaku pelecehan seksual. Kondisi ini 
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menyebabkan pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal 

dan menyentuh akar permasalahan perilaku menyimpang. 

5.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian, khususnya bagi 

narapidana pelaku pelecehan seksual, dengan menyesuaikan metode 

pembinaan terhadap karakteristik usia dan latar belakang pendidikan 

warga binaan. Penguatan pembinaan berbasis nilai moral dan spiritual 

perlu dilengkapi dengan pendekatan psikologis agar pembinaan tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan 

perilaku menyimpang dan diperlukan penguatan kerja sama yang lebih 

konsisten dan berkelanjutan dengan mitra eksternal, seperti 

Kementerian Agama, Balai Latihan Kerja, serta tenaga profesional di 

bidang psikologi dan konseling. Kehadiran mitra secara rutin diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas pembinaan serta mengurangi beban 

kerja petugas lapas yang tidak memiliki kompetensi khusus di bidang 

tertentu. 

2. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan 

perhatian lebih terhadap permasalahan overkapasitas lembaga 

pemasyarakatan melalui kebijakan yang berorientasi pada perbaikan 

sarana dan prasarana, penataan sistem pembinaan, serta optimalisasi 

program rehabilitasi. Upaya tersebut penting agar pelaksanaan 

pembinaan narapidana dapat berjalan secara optimal dan sejalan dengan 

tujuan sistem pemasyarakatan serta nilai al-hisbah dalam membentuk 

perubahan moral dan perilaku warga binaan, serta masyarakat 

diharapkan tidak memberi stigma negatif kepada mantan narapidana 

yang telah menjalani pembinaan, karena penerimaan sosial penting 

untuk mencegah pengulangan kejahatan. Masyarakat juga perlu 

berperan dalam pengawasan sosial yang bersifat pendidikan dan 



75 
 

 
 

keagamaan, memberi dukungan moral melalui keluarga dan tokoh 

masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan sosial dan 

keagamaan sebagai dukungan terhadap proses reintegrasi yang 

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.  
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